
 

 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI PAPUA TENGAH 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI PAPUA TENGAH 

NOMOR 339 TAHUN 2025 

TENTANG 

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI PAPUA TENGAH 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu 

melakukan perubahan personalia pada Tim Pembina dan 

Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Papua Tengah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang 

mengatur bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk 

organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di 

lingkungannya; 

c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Papua Tengah, perlu mengatur mengenai 

S A L I N A N 
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Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Papua Tengah tentang Tim Pembina dan Tim Teknis 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Tengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

82);  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377);  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
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Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 

2023 Nomor 99); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 450 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang 

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Papua Tengah Periode 2023-2028; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 

2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028. 

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Tengah, Provinsi Gorontalu, Provinsi Sulawesi Tenggara, 

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan 

Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

PAPUA TENGAH TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM 

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA TENGAH. 

KESATU          :   Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA         :   Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, bertugas: 

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua Tengah; 

b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar 

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi 

hukum; dan 

c. melakukan supervise terhadap kualitas 

pembangunan hukum dan pelayanan kepada public 

sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan 

yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. 

KETIGA         :   Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, bertugas: 

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan infromasi 

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses 

secara cepat dan mudah; 

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang hukum; 
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c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim 

Pengelola; dan 

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan 

tahunan. 

 

KEEMPAT      :   Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 80 Tahun 

2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

KELIMA      :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di Nabire 

Pada tanggal 10 Desember 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA TENGAH 

 

ttd. 

 

SEPO NAWIPA 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 339 TAHUN 2025 
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM 
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI 
DAN INFORMASI HUKUM DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH 

 

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH 

 

TIM PEMBINA 

NO. NAMA JABATAN 

1. Sepo Nawipa Tim Pembina 

2. Jennifer Darling Tabuni Tim Pembina 

3. Marius Telenggen Tim Pembina 

4. Octovianus Takimai Tim Pembina 

5. Indra Ebang Ola Tim Pembina 

6. Urbanus Wihiawari Tim Pembina 

TIM TEKNIS 

1. Rudi Lati Pemimpin Redaksi 

2. Yusuf Frengky Mamoribo Wakil Pemimpin Redaksi 

3. Daud Mote Wakil Pemimpin Redaksi 

4. Febry James Langkun Sekretaris Redaksi merangkap Editor 

5. Husnul Chotimah Rahanyamtel Editor / Penanggungjawab Publikasi 

6. Isak Pesiwarisa 
Admin Website, Medsos, dan Desain 

Grafis 
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7. Irtman R.F. Tumeno 
Pelaksana Redaksi Bagian 

Dokumentasi/Pengelola Medsos 

8. Jordan Hariandja Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum 

9. First Juan Van Harling Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum 

 

 

Ditetapkan di Nabire 

Pada tanggal 10 Desember 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA TENGAH 

 

ttd. 

 

SEPO NAWIPA 

 

 

 

 

 

 

jdih.kpu.go.id/papuatengah


